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BUPATI KUTAI TIMUR 
-------------- �-- 

PERA TURAN BUP ATI KUT AI TIMUR 
NOMOR 18 TAHUN 2010 

TENT ANG 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2011 

BUPATI KUTA! TIMUR, 

: bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 
26 ayat (2) tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 150 tentang Pemerintah Daerah, 
maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 
Tahun 2010 dengan Peraturan Bupati Kutai Timur; 

: I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, 
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4493); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4021); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
dan Pertangggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ; 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi 
Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2005; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2010; 

19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ 
tanggal 12 Maret 2009 Perihal Penyusunan RKPD dan Musrenbang 
Tahun 2010; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2001 
tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2004 
tentang Pokok-pokok Pengelolaao Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat Wilayah, Bappeda dan 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Timur; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Kabupaten Kutai Timur; 

24. Peraturan Daerah Kabupateo Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran 2010; 

25. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 44/02.188.3/HKNl/2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-201 O; 

2 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTA! TIMUR TENTANG RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUTA! 
TIMUR TAHUN 2011. 

Pasal 1 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur 
Tahun 2011 adalah Rencana Tahunan yang merupakan penjabaran dari 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu 
pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka 
ekonomi daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan 
Pendanaan, Kondisi Umum, Sasaran, Arab Kebijakan dan Program serta 
Matrik Program Pembangunan Tahun 2011. 

Pasal 2 

Reocana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupateo Kutai Timur 
Tahun 2011, selanjutnya merupakan dasar atau pedoman dalam 
penyusunan Anggaran Peodapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 
Kutai Timur Tahun 2011. 

Pasal 3 

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupateo Kutai 
Timur Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

Pasal 5 

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintabkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini deogan peoempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai 
Timur. 

RAN NOOR 

• 

kan di Sangatta 
al 21 Mei 2010 

BUPATI TAI TIMUR, 


